BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif memiliki
peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan daerah untuk menjamin transparasi,
akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan pemerintahan
daerah;

bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan
secara transparan, akuntabel dan partisipatif, perlu
disusun sistem dan prosedur keuangan daerah yang
memuat ketentuan secara lengkap dan komprehensif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati
Blora Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora, perlu
diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem Dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);



Menetapkan :

8. Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun
2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 50
Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2022 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36

Dalam hal Bendahara:

a. berhalangan sementara selama lebih dari 3 (tiga) hari
sampai dengan paling lama 3 (tiga bulan), maka
bendahara yang bersangkutan harus memberikan
surat kuasa kepada pegawai yang ditunjuk, untuk
melakukan penyetoran/pembayaran dan tugas serta
tanggung jawab bendahara yang bersangkutan dengan
diketahui PA; dan

b. berhalangan sementara lebih dari 3 (tiga) bulan dan
belum juga dapat melaksanakan tugas, maka yang
bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri atau
berhenti sebagai bendahara dan segera diusulkan
penggantinya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Kelengkapan dokumen administrasi pengadaan
barang/jasa melalui LS mencakup:
a. pengadaan barang:



& W

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

fotokopi nomor pokok wajib pajak penyedia
barang dan jasa;

fotokopi referensi bank yang menunjukkan
nomor rekening bank penyedia barang dan
jasa pada bank umum,;

kuitansi asli bermeterai cukup;

e-billing pajak asli;

surat kesanggupan membayar pajak asli
(Format K-1);

surat kuasa pemotongan pajak asli (Format
K-1.1);

ringkasan kontrak asli (Format K-1.2);
ringkasan adendum kontrak asli (Format K-
3), bila ada;

surat pemberitahuan potongan denda
keterlambatan pekerjaan dari PPTK dan
Pejabat Pembuat Komitmen apabila pekerjaan
mengalami keterlambatan;

permohonan pembayaran kepada pejabat
penandatangan kontrak asli (Format K-1.4);
berita acara hasil pemeriksaan barang
(Format K-1.5);

berita acara serah terima barang (Format K-
1.6);

lampiran berita acara serah terima barang
(Format K-1.7);

laporan hasil pemeriksaan dan serah terima
barang dari pejabat penandatangan kontrak
(Format K-1.8);

pernyataan jaminan kualitas (Format K-1.9);
fotokopi/ print out bukti pengumuman rencana
umum pengadaan dari aplikasi SIRUP;

berita acara pembayaran asli (Format K-1.10);

Pengadaan jasa konstruksi:

untuk pembayaran wuang muka pekerjaan

konstruksi:

1.

>

fotokopi nomor pokok wajib pajak penyedia
barang dan jasa;

fotokopi referensi bank yang menunjukkan
nomor rekening bank penyedia barang dan
jasa pada bank umum,;

kuitansi asli bermeterai cukup;

e-billing pajak asli;

surat kesanggupan membayar pajak asli
(Format K-1.11);



C.

6. surat kuasa pemotongan pajak asli (Format K-
1.12);

7. ringkasan kontrak asli (Format K-1.13);

8. ringkasan adendum kontrak (asli), bila ada
(Format K-1.14);

9. permohonan pembayaran kepada pejabat
penandatangan kontrak asli (Format K-1.15);

10. fotokopi/ print out bukti pengumuman rencana
umum pengadaan dari aplikasi SIRUP;

11. berita acara pembayaran asli (Format K-1.16);

12. fotokopi potongan asuransi tenaga kerja
(potongan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku/surat pemberitahuan asuransi
tenaga kerja/bukti setor asuransi tenaga
kerja);

13. fotokopi  jaminan = pelaksanaan  untuk
pekerjaan diatas Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah);

14.foto dan/atau dokumentasi kemajuan
pekerjaan/fisik 0% (nol persen) asli;

untuk pembayaran pekerjaan konstruksi sesuai

termin/sertifikat bulanan (monthly certificated):

1. fotokopi nomor pokok wajib pajak;

2. fotokopi referensi bank yang menunjukkan

nomor rekening bank penyedia barang dan

jasa pada bank umum;

kuitansi asli bermeterai cukup;

e-billing pajak;

5. surat kesanggupan membayar pajak asli
(Format K-1.17);

6. surat kuasa pemotongan pajak asli (Format K-
1.18);

7. ringkasan kontrak asli (Format K-1.19);

8. ringkasan adendum kontrak asli, bila ada
(Format K-1.20);

9. permohonan pembayaran kepada Pejabat

> W

Penandatangan Kontrak asli (Format K-1-21);

10. fotokopi/ print out bukti pengumuman rencana
umum pengadaan dari aplikasi SIRUP;

11. berita acara penilaian kemajuan pekerjaan
yang ditandatangani PPK, PPTK, pengawas
teknis/konsultan pengawas, penyedia dan tim
teknis/tim pendukung (apabila ada) (Format
K-1.22);



d.

12.
13.

14

15.

berita acara pembayaran asli (Format K-1.23);
fotokopi potongan asuransi tenaga Kkerja
(potongan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku/surat pemberitahuan asuransi
tenaga kerja/bukti setor asuransi tenaga
kerja);

.fotokopi  jaminan = pelaksanaan = untuk

pekerjaan diatas Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah);

foto dan/atau dokumentasi kemajuan
pekerjaan/fisik (asli);

untuk pembayaran pekerjaan konstruksi 100%
(seratus persen):

1.
2.

nalle

10.

11.
12.

13.
14.

15.

fotokopi nomor pokok wajib pajak;

fotokopi referensi bank yang menunjukkan
nomor rekening bank penyedia barang/jasa
pada bank umum;

kuitansi asli bermeterai cukup;

e-billing pajak asli;

surat kesanggupan membayar pajak asli
(Format K-1.24);

surat kuasa pemotongan pajak asli (Format K-
1.25);

ringkasan kontrak asli (Format K-1.26);
ringkasan adendum kontrak asli, bila ada
(Format K-1.27);

permohonan pembayaran kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak asli (Format K-1.28);
fotokopi/ print out bukti pengumuman rencana
umum pengadaan dari aplikasi SIRUP;

berita acara pembayaran asli (Format K-1.29);
fotokopi potongan asuransi tenaga kerja
(potongan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku/surat pemberitahuan asuransi
tenaga kerja/bukti setor asuransi tenaga
kerja);

fotokopi jaminan pemeliharaan;

foto dan/atau dokumentasi kemajuan
pekerjaan/fisik asli;

dokumen serah terima pertama pekerjaan
(provisional hand over) yang memuat antara
lain:

a) Permohonan pemeriksaan Monthly

certificated/termin dari penyedia (Format
K-1.30);



b) Undangan (Format K-1.31);

c) Daftar Hadir Rapat (Format K-1.32);

d) Notulen rapat persiapan pemeriksaan
termin pekerjaan (Format K-1.33);

e) Permohonan pemeriksaan dari Pejabat
Penandatangan Kontrak (Format K-1.34);

f) daftar hadir rapat (Format K-1.35);

g) daftar kerusakan dan kekurangan (Format
K-1.36);

h) berita acara penilaian kemajuan pekerjaan
konstruksi (Format K-1.37);

i) berita acara penelitian dan pemeriksaan
pekerjaan penyerahan pertama pekerjaan
(Format K-1.38);

j) berita acara serah terima pertama hasil
pekerjaan (PHO) (Format K-1.39);

k) Surat Pernyataan Terlambat/Tidak
Terlambat (Format K-1.40);

]) pernyataan jaminan kualitas (Format K-
1.41);

m) laporan hasil penyerahan pekerjaan (PHO)
dari pejabat penandatangan kontrak
(Format K-1.42);

16. fotokopi bukti setor atas pembayaran bahan

galian mineral bukan logam dan batuan;

Untuk pembayaran jasa konsultan perencana
konstruksi:

1)
2)

3)
4)
S)

fotokopi nomor pokok wajib pajak;

fotokopi referensi bank yang menunjukkan
nomor rekening bank penyedia barang dan
jasa pada bank umum;

kuitansi asli bermeterai cukup;

e-billing pajak asli;

surat kesanggupan membayar pajak asli
(Format K-1.43);

surat kuasa pemotongan pajak asli (Format K-
1.44);

ringkasan kontrak asli (Format K-1.45);
ringkasan adendum perjanjian asli, bila ada
(Format K-1.46);

fotokopi/ print out bukti pengumuman rencana
umum pengadaan dari aplikasi SIRUP;



10) fotokopi potongan asuransi tenaga kerja
(potongan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku/surat pemberitahuan asuransi
tenaga kerja/bukti setor asuransi tenaga

kerja);

11) permohonan pembayaran kepada Pejabat
penanda tangan kontrak asli (Format K-1.47);
12) dokumen hasil pemeriksaan dan dokumen
serah terima hasil pekerjaan yang memuat

antara lain:

g)
h)
i)
j)

k)

permohonan pemeriksaan pekerjaan jasa
konsultansi (Format K-1.48);

undangan (Format K-1.49);

daftar hadir rapat (Format K-1.50);

daftar kekurangan (Format K-1.51);

berita acara hasil pemeriksaan jasa
konsultansi (Format K-1.52);

berita acara serah terima jasa (BAST)
pekerjaan jasa konsultansi (Format K-
1.53);

lampiran berita acara serah terima jasa
konsultansi (Format K-1.54);

pernyataan jaminan kualitas (Format K-
1.55);

laporan hasil pemeriksaan serah terima
jasa konsultansi dari PPK (Format K-1.56);
berita acara pembayaran asli (Format K-
1.57);

hasil pekerjaan perencanaan (gambar
yang sah);

13) invoice/bukti pembayaran personil, daftar

1.
2.

»

hadir personil dan bukti belanja non personil;
Untuk pembayaran jasa konsultan pengawas
konstruksi:

fotokopi nomor pokok wajib pajak;

fotokopi referensi bank yang menunjukkan

nomor rekening bank penyedia barang dan
jasa pada bank umum;

kuitansi asli bermeterai cukup;

e-billing pajak asli;

surat kesanggupan membayar pajak asli
(Format K-1.58);

surat kuasa pemotongan pajak asli (Format K-
1.59);



7.

10.

11.

12.

13.

ringkasan perjanjian untuk jasa konsultan

pengawas (Format K-1.60);

ringkasan adendum perjanjian asli, bila ada

(Format K-1.61);

fotokopi/ print out bukti pengumuman rencana

umum pengadaan dari aplikasi SIRUP;

fotokopi potongan asuransi tenaga kerja

(potongan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku/surat pemberitahuan asuransi

tenaga kerja/bukti setor asuransi tenaga
kerja);

permohonan pembayaran kepada pejabat

penandatangan kontrak asli (Format K-1.62);

dokumen hasil pemeriksaan dan dokumen

serah terima hasil pekerjaan yang memuat
antara lain:

a) permohonan pemeriksaan pekerjaan jasa
konsultansi (Format K-1.63);

b) undangan (Format K-1.64);

c) daftar hadir rapat (Format K-1.65);

d) daftar kekurangan (Format K-1.66);

e) berita acara hasil pemeriksaan jasa
konsultansi (Format K-1.67);

f) berita acara serah terima jasa (BAST)
pekerjaan jasa konsultansi (Format K-
1.68);

g) lampiran berita acara serah terima jasa
konsultansi (Format K-1.69);

h) pernyataan jaminan kualitas (Format K-
1.70)

i) laporan hasil pemeriksaan serah terima
jasa konsultansi dari PPK (Format K-1.71);

j) berita acara pembayaran asli (Format K-
1.72);

k) hasil pekerjaan pengawasan foto, buku,
dokumentasi dan/atau laporan hasil
pekerjaan asli;

invoice/bukti pembayaran personil, daftar

hadir personil dan bukti belanja non personil;

g. Untuk pembayaran jasa lainnya:

1.
2.

fotokopi nomor pokok wajib pajak;

fotokopi referensi bank yang menunjukkan
nomor rekening bank penyedia barang dan
jasa pada bank umum;

kuitansi asli bermeterai cukup;



10.

11.

12.

13.

e-billing pajak asli;

surat kesanggupan membayar pajak asli

(Format K-1.73);

surat kuasa pemotongan pajak asli (Format K-

1.74);

fotokopi/ print out bukti pengumuman rencana

umum pengadaan dari aplikasi SIRUP;

fotokopi potongan asuransi tenaga Kkerja

dilengkapi dengan surat pemberitahuan

asuransi tenaga kerja/bukti setor asuransi

tenaga kerja);

ringkasan kontrak (Format K-1.75);

ringkasan adendum perjanjian asli, bila ada

(Format K-1.76);

permohonan pembayaran kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak asli (Format K-1.77);

dokumen hasil pemeriksaan dan dokumen

serah terima hasil pekerjaan yang memuat

antara lain:

a) permohonan pemeriksaan pekerjaan jasa
lainnya (Format K-1.78);

b) undangan (Format K-1.79);

c) daftar hadir rapat (Format K-1.80);

d) daftar kekurangan (Format K-1.81);

e) berita acara hasil pemeriksaan jasa
lainnya (Format K-1.82);

f) Dberita acara serah terima jasa (BAST)
pekerjaan jasa lainnya (Format K-1.83);

g) lampiran berita acara serah terima jasa
lainnya (Format K-1.84);

h) pernyataan jaminan kualitas (Format K-
1.85);

i) laporan hasil pemeriksaan serah terima
jasa lainnya dari PPK (Format K-1.86);

j) berita acara pembayaran asli (Format K-
1.87);

invoice/bukti pembayaran non personil dan

bila menggunakan personil daftar hadir

personil dan bukti pembayaran personil;

h. untuk pembayaran perjalanan dinas paket
meeting:

1.
2.

fotokopi nomor pokok wajib pajak;

fotokopi referensi bank yang menunjukkan
nomor rekening bank penyedia barang dan
jasa pada bank umum,;

10



i.

»

10

11.

12.

13.

kuitansi asli bermeterai cukup;

e-billing pajak asli;

surat kesanggupan membayar pajak asli
(Format K-88);

surat kuasa pemotongan pajak asli (Format K-
1.89);

fotokopi/ print out bukti pengumuman rencana
umum pengadaan dari aplikasi SIRUP;
fotokopi potongan asuransi tenaga kerja
(potongan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku/surat pemberitahuan asuransi
tenaga kerja/bukti setor asuransi tenaga
kerja);

ringkasan kontrak (Format K-1.90);

.ringkasan adendum perjanjian asli, bila ada

(Format K-1.91);

permohonan pembayaran kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak asli (Format K-1.92);

dokumen hasil pemeriksaan dan dokumen

serah terima hasil pekerjaan yang memuat

antara lain:

a) permohonan pemeriksaan pekerjaan jasa
lainnya (Format K-1.93);

b) undangan (Format K-1.94);

c) daftar hadir rapat (Format K-1.95);

d) daftar kekurangan (Format K-1.96);

e) berita acara hasil pemeriksaan jasa
lainnya (Format K-1.97);

f) Dberita acara serah terima jasa (BAST)
pekerjaan jasa lainnya (Format K-1.98);

g) lampiran berita acara serah terima jasa
lainnya (Format K-1.99);

h) pernyataan jaminan kualitas (Format K-
1.100);

i) laporan hasil pemeriksaan serah terima
jasa lainnya dari PPK (Format K-101);

j) berita acara pembayaran asli (Format K-
1.102);

invoice/bukti pembayaran non personil dan

bila menggunakan personil daftar hadir

personil dan bukti pembayaran personil;

untuk pembayaran pekerjaan swakelola:

1.

fotokopi nomor pokok wajib pajak;
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2. fotokopi referensi bank yang menunjukkan

nomor rekening bank penyedia barang dan

jasa pada bank umum;

kuitansi asli bermeterai cukup;

e-billing pajak asli;

5. surat kesanggupan membayar pajak asli
(Format K-103);

6. surat kuasa pemotongan pajak asli (Format K-

> W

1.104);

7. permohonan pelaksana swakelola (Format K-
1.105);

8. kesanggupan melaksanakan kegiatan

swakelola (Format K-1.106);

9. undangan (Format K-1.107);

10. berita acara penjelasan pekerjaan swakelola
(Format K-1.108);

11.nota kesepahaman pengadaan melalui
swakelola (Format K-1.109);

12. kontrak swakelola (Format K-1.110);

13. keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
tentang Pembentukan Tim Kegiatan Swakelola
(Format K-1.111);

14. permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan
(Format K-1.112);

15. berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dari
tim pelaksana oleh tim pengawas (Format K-
1.113);

16. berita acara serah terima hasil Pekerjaan Dari
Tim Pelaksana kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (Format K-1.114);

17. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari
Pejabat Pembuat Komitmen kepada PA/KPA
(Format K-1.115);

18. fotokopi/ print out bukti pengumuman rencana
umum pengadaan dari aplikasi SIRUP; dan
19. berita acara pembayaran asli (Format K-

1.116).

(2) Format kelengkapan administrasi pengadaan
barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (9) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
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(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 59

SPP-LS dipergunakan untuk pembayaran langsung
pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah
ditetapkan.

Ketentuan  pembayaran melalui pembebanan
Langsung (LS):
a. belanja pegawai:
b. belanja pengadaan barang/jasa,berupa:
1. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya;
2. pengadaan jasa konsultansi;
3. perjalanan dinas paket meeting;
c. belanja tagihan penyelenggaran pendidikan dan
pelatihan;
d. belanja pensertifikatan tanah milik Pemerintah
Daerah; dan
e. belanja pembiayaan dan belanja tidak terduga.

SPP-LS dikelompokkan menjadi:

a. SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan;
b. SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa; dan

c. SPP-LS untuk pembayaran lainnya.

SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi:

a. SPP-LS untuk pembayaran gaji, tunjangan dan
penghasilan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD yang terdiri dari:

SPP-LS untuk pembayaran gaji induk;

SPP-LS untuk pembayaran gaji susulan;

SPP-LS untuk pembayaran kekurangan gaji;

SPP-LS untuk pembayaran gaji terusan;

SPP-LS untuk pembayaran tunjangan jabatan;

ok Wb

SPP-LS untuk pembayaran iuran asuransi
kesehatan;
b. SPP-LS untuk pembayaran gaji, tunjangan dan
penghasilan pegawai terdiri dari:
1. SPP-LS untuk pembayaran gaji induk;
SPP-LS untuk pembayaran gaji susulan;
SPP-LS untuk pembayaran kekurangan gaji;
SPP-LS untuk pembayaran gaji terusan;
SPP-LS untuk pembayaran tunjangan jabatan;

o s Wi

SPP-LS untuk pembayaran kekurangan
tunjangan jabatan; dan
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(6)

(7)

(8)

7. SPP-LS untuk pembayaran iuran asuransi
kesehatan.

SPP — LS untuk pembayaran lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:

a.
b.

€.

f.

SPP-LS untuk pembayaran uang lembur;

SPP-LS untuk pembayaran honorarium/uang
sidang/uang saku;

SPP-LS untuk pembayaran honorarium tenaga
kontrak;

SPP-LS untuk pembayaran tambahan
penghasilan pegawai;

SPP-LS untuk pembayaran insentif pegawai;
SPP-LS Pembiayaan dan Belanja Tidak Terduga.

SPP-LS yang diajukan dibuat rangkap 2 (dua), lembar
ke-1 (satu) untuk PA/PPK SKPD, lembar ke-2 (dua)
untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

Mekanisme pengajuan SPP-LS dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

pengajuan SPP-LS pada SKPD:

1. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk
pengadaan barang/jasa dalam rangka
pengajuan permintaan pembayaran untuk

disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-LS

kepada PA/KPA setelah ditandatangani oleh

PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA

melalui PPK SKPD /PPK Unit SKPD;
pengajuan SPP-LS pada SKPKD:

1. Kepala SKPD terkait menyiapkan dokumen
untuk bantuan keuangan, alokasi dana
desa, dana desa, dana tak terduga dan
pembiayaan untuk disampaikan kepada
PPKD;

2. PPKD memerintahkan Bendahara
Pengeluaran untuk menyiapkan SPP LS;

3. Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPP
LS kepada PPKD melalui PPK-SKPD pada
BPPKAD.

Kelengkapan dokumen SPP LS mencakup:
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9

a. form penelitian(checklist) kelengkapan dokumen
SPP-LS oleh PPK SKPD asli;

®mo oo o

surat Pengantar SPP-LS asli;
ringkasan SPP-LS asli;

rencana penggunaan dana SPP-LS asli;
lampiran dokumen SPP-LS asli;

surat pernyataan pengajuan SPM-LS;
fotokopi DPA.

Lampiran dokumen SPP LS sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf e meliputi:

a. SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan:

1.

untuk pembayaran gaji induk:

a)
b)
)

d)
e)

f)

nomor rekening Bendahara Pengeluaran
pada bank yang ditetapkan;

daftar rekapitulasi pegawai beserta
keluarganya,;

daftar perbedaan gaji bulan lalu dengan
bulan berjalan;

daftar gaji untuk para pegawai,

daftar rincian belanja dan tunjangan
pegawai pembayaran gaji;

rekap daftar gaji untuk bulan yang
bersangkutan per golongan/ruang.

untuk pembayaran gaji susulan:

a)

b)
)

d)

h)

nomor rekening Bendahara Pengeluaran
pada bank yang ditetapkan;

daftar pengantar SPP;

daftar rincian penggunaan anggaran
belanja pegawai;

fotokopi keputusan tentang
pengangkatan CPNS dan dilegalisir oleh
Kepala SKPD;

fotokopi keputusan tentang mutasi dan
dilegalisir oleh Kepala SKPD;

fotokopi surat pernyataan
melaksanakan tugas dan dilegalisir oleh
Kepala SKPD;

tembusan surat keterangan penghentian
pembayaran (SKPP);

tembusan surat keterangan untuk
mendapatkan pembayaran tunjangan
keluarga (SKUM-PTK).

untuk pembayaran kekurangan gaji:
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fotokopi keputusan tentang kenaikan
pangkat dan dilegalisir oleh kepala
SKPD;

fotokopi keputusan tentang berkala dan
dilegalisir oleh kepala SKPD;

fotokopi  daftar gaji PNS yang
bersangkutan sebelum naik dan daftar
gaji setelah ada kenaikan yang dilegalisir
Kepala SKPD.

untuk pembayaran gaji terusan:

a)

b)

)

d)

fotokopi surat keterangan kematian dari
lurah/kepala desa dan camat dan
dilegalisir oleh lurah/kepala desa dan
camat;

fotokopi keputusan tentang pangkat
terakhir dan dilegalisir oleh Kepala
SKPD;

fotokopi surat nikah dan dilegalisir oleh
Kepala SKPD;

potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP);

untuk pembayaran tunjangan jabatan:

a)

b)

fotokopi  keputusan tentangjabatan
struktural dan dilegalisir oleh Kepala
SKPD;

fotokopi keputusan tentang jabatan
fungsional dan dilegalisir oleh Kepala
SKPD;

fotokopi surat pernyataan pelantikan
dan dilegalisir oleh Kepala SKPD;
fotokopi surat pernyataan menduduki
jabatan dan dilegalisir oleh Kepala
SKPD;

fotokopi surat pernyataan
melaksanakan tugas jabatan dan
dilegalisir oleh Kepala SKPD;

fotokopi  daftar gaji PNS yang
bersangkutan sebelum naik dan daftar
gaji setelah ada kenaikan dan dilegalisir
Kepala SKPD;

untuk pembayaran honorarium tenaga
harian lepas:
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10.

a) fotokopi surat perjanjian kerja/surat
perintah tugas tenaga kontrak yang
masih berlaku dan dilegalisir oleh
Kepala SKPD, khusus untuk pengajuan
honorarium tenaga kontrak pertama
kali;

b) daftar tenaga kontrak yang dimintakan
pembayaran honorarium;

c) daftar nominatif penerimaan honor
tenaga kontrak;

d) izin/persetujuan pembayaran = dari
PA/KPA.

untuk pembayaran kekurangan tunjangan

jabatan:

a) fotokopi keputusan tentang
pengangkatan PNS dalam jabatan
struktural/fungsional dan dilegalisir
oleh Kepala SKPD;

b) fotokopi surat pernyataan pelantikan
dan dilegalisir oleh Kepala SKPD;

c) fotokopi surat pernyataan menduduki
jabatan dan dilegalisir oleh Kepala
SKPD;

d) fotokopi surat pernyataan
melaksanakan tugas jabatan dan
dilegalisir oleh Kepala SKPD;

e) fotokopi daftar gaji PNS yang
bersangkutan sebelum naik dan daftar
gaji setelah ada kenaikan dan dilegalisir
Kepala SKPD.

untuk pembayaran iuran asuransi

kesehatan menggunakan rekapitulasi daftar

gaji;

b. SPP LS pengadaan barang/jasa:

1.

pengadaan barang:

a) fotokopi nomor pokok wajib pajak
penyedia barang dan jasa;

b) fotokopi referensi bank yang
menunjukkan nomor rekening bank
penyedia barang dan jasa pada bank
umum;

c) kuitansi asli bermeterai cukup;

d) e-billing pajak asli;

17



e)

f)

g)
h)

j)

k)

)

surat kesanggupan membayar pajak asli
(Format K-1);

surat kuasa pemotongan pajak asli
(Format K-1.1);

ringkasan kontrak asli (Format K-1.2);
ringkasan adendum kontrak asli (Format
K-3), bila ada;

surat pemberitahuan potongan denda
keterlambatan pekerjaan dari PPTK dan
Pejabat Pembuat Komitmen apabila
pekerjaan mengalami keterlambatan;
surat perintah pengiriman (SPP) (Format
K-1.4);

permohonan pembayaran kepada pejabat
penandatangan kontrak asli (Format K-
1.5);

berita acara hasil pemeriksaan barang
(Format K-1.6);

m) berita acara serah terima barang (Format

n)

o)

p)

y

K-1.7);

lampiran berita acara serah terima
barang (Format K-1.8);

laporan hasil pemeriksaan dan serah
terima barang dari pejabat
penandatangan kontrak (Format K-1.9);
pernyataan jaminan kualitas (Format K-
1.10);

fotokopi/ print out bukti pengumuman
rencana umum pengadaan dari aplikasi
SIRUP;

berita acara pembayaran asli (Format K-
1.11);

Pengadaan jasa konstruksi:

a)

untuk  pembayaran uang  muka

pekerjaan konstruksi:

1) fotokopi nomor pokok wajib pajak
penyedia barang dan jasa;

2) fotokopi referensi bank yang
menunjukkan nomor rekening bank
penyedia barang dan jasa pada bank
umuim;

3) kuitansi asli bermeterai cukup;

4) e-billing pajak asli;

S) surat kesanggupan membayar pajak
asli (Format K-1.12);
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b)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

surat kuasa pemotongan pajak asli
(Format K-1.13);

ringkasan kontrak asli (Format K-
1.14);

ringkasan adendum kontrak (asli),
bila ada (Format K-1.15);
permohonan pembayaran kepada
pejabat penandatangan kontrak asli
(Format K-1.16);

fotokopi/ print out bukti
pengumuman rencana  umum
pengadaan dari aplikasi SIRUP;
berita acara pembayaran uang muka
asli (Format K-1.17);

fotokopi potongan asuransi tenaga
kerja (potongan sesuai dengan
ketentuan yang  berlaku/surat
pemberitahuan asuransi tenaga
kerja/ setor asuransi tenaga kerja);
fotokopi  jaminan pelaksanaan
untuk pekerjaan diatas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah);

foto dan/atau dokumentasi
kemajuan pekerjaan/fisik 0% asli;

untuk pembayaran pekerjaan
konstruksi  sesuai termin/sertifikat
bulanan (monthly certificated):

1)
2)

6)
7)

8)

fotokopi nomor pokok wajib pajak;
fotokopi referensi bank yang
menunjukkan nomor rekening bank
penyedia barang dan jasa pada
bank umum;

kuitansi asli bermeterai cukup;
e-billing pajak;

surat kesanggupan membayar
pajak asli (Format K-1.18);

surat kuasa pemotongan pajak asli
(Format K-1.19);

ringkasan kontrak asli (Format K-
1.20);

ringkasan adendum kontrak asli,
bila ada (Format K-1.21);
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

permohonan pemeriksaan monthly
certificated/termyn kepada pejabat
penandatangan kontrak (Format K-
1.22);

undangan rapat persiapan
pemeriksaan monthly certificated/
termyn (Format K-1.23);

daftar hadir rapat persiapan
pemeriksaan monthly certificated/
termyn (Format K-1.24);

notulen rapat rapat persiapan
pemeriksaan monthly certificated/
termyn (Format K-1.25);

undangan permohonan
pemeriksaan monthly certificated/
termyn (Format K-1.26);

daftar hadir permohonan
pemeriksaan monthly certificated/
termyn (Format K-1.27);

daftar kerusakan dan kekurangan
(Format K-1.28);

berita acara penilaian pemeriksaan
monthly certificated/ termyn
kemajuan pekerjaan konstruksi
(Format K-1.29);

permohonan pembayaran monthly
certificated/ termyn kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak asli
(Format K-1-30);
fotokopi/ print out bukti

pengumuman  rencana  umum
pengadaan dari aplikasi SIRUP;
berita acara pembayaran asli
(Format K-1.31);

fotokopi potongan asuransi tenaga
kerja (potongan sesuai dengan
ketentuan yang  berlaku/surat
pemberitahuan asuransi tenaga
kerja/bukti setor asuransi tenaga
kerja);

fotokopi  jaminan  pelaksanaan
untuk pekerjaan diatas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah);
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)

22)

foto dan/atau dokumentasi
kemajuan pekerjaan/fisik (asli);

untuk pembayaran pekerjaan

penyerahan pertama konstruksi 100 %
(seratus persen):

1)
2)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

fotokopi nomor pokok wajib pajak;
fotokopi referensi bank yang
menunjukkan nomor rekening bank
penyedia barang/jasa pada bank
umum;

kuitansi asli bermeterai cukup;
e-billing pajak asli;

surat kesanggupan membayar pajak
asli (Format K-1.32);

surat kuasa pemotongan pajak asli
(Format K-1.33);

ringkasan kontrak asli (Format K-
1.34);

ringkasan adendum kontrak asli,
bila ada (Format K-1.35);
permohonan pembayaran
penyerahan  pekerjaan  Pertama
(Format K-1.36);

permohonan pemeriksaan untuk
serah terima pertama (Format K-
1.37);

undangan rapat persiapan
pemeriksaan pekerjaan  untuk
penyerahan pertama (Format K-
1.38);

daftar hadir rapat persiapan
pemeriksaan pekerjaan (Format K-
1.39)

rapat persiapan pemeriksaan
pekerjaan untuk penyerahan
pertama (Format K-1.40);

daftar kerusakan dan kekurangan
(Format K-1.41);

berita acara penilaian pemeriksaan
pekerjaan untuk penyerahan
pertama (Format K-1.42);

berita acara pembayaran asli
(Format K-1.43);
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d)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

berita acara penelitian dan
pemeriksaan pekerjaan  untuk
penyerahan pertama (Format K-
1.44);

berita acara serah terima pertama
hasil pekerjaan untuk penyerahan
pertama (Format K-1.45);

surat pernyataan terlambat/tidak
terlambat (Format K-1.46);
pernyataan jaminan kualitas
(Format K-1.47);

laporan hasil pekerjaan untuk
penyerahan pertama (Format (K-
1.48);

fotokopi/ print out bukti
pengumuman rencana umum
pengadaan dari aplikasi SIRUP;
fotokopi potongan asuransi tenaga
kerja (potongan sesuai dengan
ketentuan yang  berlaku/surat
pemberitahuan asuransi tenaga
kerja/bukti setor asuransi tenaga
kerja);

fotokopi jaminan pemeliharaan;

foto dan/atau dokumentasi
kemajuan pekerjaan/fisik asli;
fotokopi bukti setor atas
pembayaran bahan galian mineral
bukan logam dan batuan;

Untuk pembayaran jasa konsultan

perencana konstruksi:

1)
2)

fotokopi nomor pokok wajib pajak;
fotokopi referensi bank yang
menunjukkan nomor rekening
bank penyedia barang dan jasa
pada bank umum;

kuitansi asli bermeterai cukup;
e-billing pajak asli;

surat kesanggupan membayar
pajak asli (Format K-1.49);

surat kuasa pemotongan pajak asli
(Format K-1.50);

ringkasan kontrak asli (Format K-
1.51);
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

ringkasan adendum perjanjian asli,
bila ada (Format K-1.52);

fotokopi/ print out bukti
pengumuman rencana umum
pengadaan dari aplikasi SIRUP;
fotokopi potongan asuransi tenaga
kerja (potongan sesuai dengan
ketentuan yang  berlaku/surat
pemberitahuan asuransi tenaga
kerja/bukti setor asuransi tenaga

kerja);

permohonan pembayaran
pekerjaan jasa konsultan
perencanaan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak asli

(Format K-1.53);

dokumen hasil pemeriksaan dan

dokumen serah terima hasil

pekerjaan yang memuat antara lain:

- permohonan pemeriksaan
pekerjaan  jasa  konsultansi
(Format K-1.54);

- undangan (Format K-1.55);

- daftar hadir rapat (Format K-
1.56);

- daftar kekurangan (Format K-
1.57);

- berita acara hasil pemeriksaan
jasa konsultansi (Format K-
1.58);

- berita acara serah terima jasa
(BAST) pekerjaan jasa
konsultansi (Format K-1.59);

- lampiran Dberita acara serah
terima jasa konsultansi (Format
K-1.60);

- pernyataan jaminan kualitas
(Format K-1.61);

- laporan hasil pemeriksaan serah
terima jasa konsultansi dari PPK
(Format K-1.62);

- berita acara pembayaran asli
(Format K-1.63);

hasil pekerjaan perencanaan

(gambar yang sah);
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14)

invoice/bukti pembayaran personil,
daftar hadir personil dan bukti
belanja non personil;

Untuk pembayaran jasa konsultan

pengawas konstruksi:

1)
2)

8)

9)

10)

11)

12)

fotokopi nomor pokok wajib pajak;
fotokopi referensi bank yang
menunjukkan nomor rekening bank
penyedia barang dan jasa pada
bank umum;

kuitansi asli bermeterai cukup;
e-billing pajak asli;

surat kesanggupan membayar
pajak asli (Format K-1.64);

surat kuasa pemotongan pajak asli
(Format K-1.65);

ringkasan perjanjian untuk jasa
konsultan pengawas (Format K-
1.66);

ringkasan adendum perjanjian asli,
bila ada (Format K-1.67);

fotokopi/ print out bukti
pengumuman  rencana umum
pengadaan dari aplikasi SIRUP;
fotokopi potongan asuransi tenaga
kerja dilampiri surat
pemberitahuan asuransi tenaga
kerja/bukti setor asuransi tenaga

kerja;

permohonan pembayaran
pekerjaan jasa konsultans
pengawasan kepada pejabat
penandatangan kontrak asli

(Format K-1.68);

dokumen hasil pemeriksaan dan

dokumen serah terima hasil

pekerjaan yang memuat antara lain:

- permohonan pemeriksaan
pekerjaan jasa konsultan
pengawasan (Format K-1.69);

- undangan (Format K-1.70);

- daftar hadir rapat (Format K-
1.71);

- daftar kekurangan jenis
pekerjaan (Format K-1.72);
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13)

14)

- berita acara hasil pemeriksaan
jasa konsultan pengawasan
(Format K-1.73);

- berita acara serah terima jasa
(BAST) pekerjaan jasa konsultan
pengawasan (Format K-1.74);

- lampiran berita acara serah
terima jasa konsultan
pengawasan (Format K-1.75);

- pernyataan jaminan kualitas
(Format K-1.76)

- laporan hasil pemeriksaan serah
terima jasa konsultansi dari PPK
(Format K-1.77);

- berita acara pembayaran asli
(Format K-1.78);

hasil pekerjaan pengawasan foto,

buku, dokumentasi dan/atau

laporan hasil pekerjaan asli;
invoice/bukti pembayaran personil,
daftar hadir personil dan bukti
belanja non personil;

Untuk pembayaran jasa konsultan

selain konstruksi:

1)
2)

7)

8)

9)

fotokopi nomor pokok wajib pajak;
fotokopi referensi bank yang
menunjukkan nomor rekening bank
penyedia barang dan jasa pada
bank umum;

kuitansi asli bermeterai cukup;
e-billing pajak asli;

surat kesanggupan membayar
pajak asli (Format K-1.79);

surat kuasa pemotongan pajak asli
(Format K-1.80);

fotokopi/ print out bukti
pengumuman rencana umum
pengadaan dari aplikasi SIRUP;
fotokopi potongan asuransi tenaga
kerja (potongan sesuai dengan
ketentuan yang  berlaku/surat
pemberitahuan asuransi tenaga
kerja/ bukti setor asuransi tenaga
kerja);

ringkasan kontrak (Format K-1.81);
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g)

10)

11)

12)

13)

ringkasan adendum perjanjian asli,

bila ada (Format K-1.82);

permohonan pembayaran kepada

Pejabat Penandatangan Kontrak

asli (Format K-1.83);

dokumen hasil pemeriksaan dan

dokumen serah terima hasil

pekerjaan yang memuat antara lain:

- permohonan pemeriksaan
pekerjaan jasa konsultan
(Format K-1.84);

- undangan (Format K-1.85);

- daftar hadir rapat (Format K-
1.86);

- daftar kekurangan jenis
kekurangan (Format K-1.87);

- Dberita acara hasil pemeriksaan
jasa konsultan selain konstruksi
(Format K-1.88);

- berita acara serah terima jasa
(BAST) pekerjaan jasa lainnya
(Format K-1.89);

- lampiran berita acara serah
terima jasa lainnya (Format K-
1.90);

- pernyataan jaminan kualitas
(Format K-1.91);

- laporan hasil pemeriksaan serah
terima jasa konsultan dari PPK
(Format K-1.92); dan

- Dberita acara pembayaran asli
(Format K-1.93);

invoice/bukti pembayaran non

personil dan bila menggunakan

personil daftar hadir personil dan
bukti pembayaran personil;

untuk pembayaran jasa lainnya (jasa
keamanan/jasa kebersihan/perjalanan
dinas paket meeting):

1)

fotokopi bank yang menunjukkan
nomor rekening bank penyedia
barang dan jasa pada bank umum;
kuitansi asli bermeterai cukup;
e-billing pajak asli;
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8)
9)

10)

11)

surat kesanggupan membayar pajak

asli (Format K-1.94);

surat kuasa pemotongan pajak asli

(Format K-1.95);

fotokopi/ print out bukti

pengumuman rencana  umum

pengadaan dari aplikasi SIRUP;
fotokopi potongan asuransi tenaga
kerja (potongan sesuai dengan
ketentuan yang  berlaku/surat
pemberitahuan asuransi tenaga
kerja/bukti setor asuransi tenaga
kerja);

ringkasan kontrak (Format K-1.96);

ringkasan addendum perjanjian asli,

bila ada (Format K-1.97);

permohonan pembayaran kepada

Pejabat Penandatangan Kontrak asli

(Format K-1.98);

dokumen hasil pemeriksaan dan

dokumen serah terima  hasil

pekerjaan yang memuat antara lain:

- permohonan pemeriksaan
pekerjaan jasa lainnya (Format K-
1.99);

- undangan (Format K-1.100);

- daftar hadir rapat (Format K-
1.101;

- daftar kekurangan jenis
pekerjaan (Format K-1.102);

- berita acara hasil pemeriksaan
jasa lainnya (Format K-1.103);

- berita acara serah terima jasa
(BAST) pekerjaan jasa lainnya
(Format K-1.104);

- lampiran Dberita acara serah
terima jasa lainnya (Format K-
1.105);

- pernyataan jaminan kualitas
(Format K-1.106);

- laporan hasil pemeriksaan serah
terima jasa lainnya dari PPK
(Format K-107);

- berita acara pembayaran asli
(Format K-1.108);
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- invoice/bukti pembayaran non
personil dan bila menggunakan
personil daftar hadir personil dan
bukti pembayaran personil;

h) untuk pembayaran pekerjaan swakelola:

1)
2)

7)

9)

10)

11)

12)

13)

fotokopi nomor pokok wajib pajak;
fotokopi referensi bank yang
menunjukkan nomor rekening bank
penyedia barang dan jasa pada bank
umum;

kuitansi asli bermeterai cukup;
e-billing pajak asli;

Permohonan Pelaksana Swakelola
kepada kementerian / lembaga /
perangkat daerah lain (Format K-
1.109);

kesanggupan melaksanakan
kegiatan swakelola dari
kementerian/lembaga/ perangkat
daerah lain (Format K-1.110);
Undangan penjelasan pekerjaan
swakelola (Format K-1.111);

Berita acara penjelasan pekerjaan
swakelola (Format K-1.112);

Nota Kesepahaman  pengadaan
melalui swakelola antara pimpinan
perangkat daerah  penanggung
jawab anggaran dengan
kementerian / lembaga/ perangkat
daerah lain pelaksana swakelola
(Format K-1.113);

Kontrak Swakelola (Format K-
1.114);

Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen tentang Pembentukan
Tim Kegiatan swakelola (Format K-
1.115);

Permohonan pemeriksaan hasil
pekerjaan  swakelola dari tim
pelaksana (Format K-1.116);

Berita Acara Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan dari tim pelaksana oleh
tim pengawas (Format K-1.117);
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C.

h)

14) Berita Acara Serah Terima hasil
Pekerjaan Dari Tim Pelaksana
kepada Pejabat Pembuat Komitmen
(Format K-1.118);

15) Berita acara Serah Terima hasil
Pekerjaan dari Pejabat Pembuat
Komitmen kepada PA/KPA (Format
K-1.119);

16) fotokopi/print out bukti
pengumuman rencana  umum
pengadaan dari aplikasi SIRUP; dan

17) Berita acara Pembayaran Asli
(Format K-1.120);

untuk pembayaran belanja pegawai/

barang yang dikapitalisasi:

1) fotokopi keputusan tentang
pembentukan tim;

2) daftar nominatif penerimaan
honorarium;

3) undangan apabila dalam bentuk
sidang;

4) e-billing pajak asli; dan

5) kuitansi bermetrai cukup asli;

untuk pembayaran kontribusi:

1) surat tagihan;

2) kuitansi bermeterai cukup dan/atau
surat tanda setoran asli;

3) fotokopi surat
keputusan/peraturan/ surat
perintah  tugas/surat perjanjian
kerja/nota kesepakatan bersama/
perjanjian kerja sama,;

4) jadwal pelaksanaan;

5) daftar peserta; dan

0) berita acara pembayaran asli;

SPP-LS untuk pembayaran lainnya:

1.

untuk pembayaran uang lembur:

a)
b)
c)
d)

e)

rekap daftar penerimaan lembur;

surat perintah kerja lembur;

daftar hadir lembur;

e-billing pajak asli; dan

izin pelaksanaan dan pembayaran
lembur dari Bupati;

untuk pembayaran  honorarium  tim/

panitia/sejenisnya:
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a) fotokopi keputusan Bupati atau pejabat
yang berwenang tentang pembentukan
tim /panitia/sejenisnya;

b) daftar nominatif penerimaan
honorarium;

c) dokumen pelaksanaan kegiatan atau
daftar hadir rapat/sidang dengan
ketentuan:

1) dokumen  pelaksanaan  kegiatan
untuk tim asistensi pembahasan
Ranperda antara lain berupa: berita
acara persetujuan DPRD,
persetujuan bersama Bupati dan
DPRD terhadap Raperda, dan naskah
Perda yang telah ditetapkan;

2) daftar hadir rapat/sidang dengan
ketentuan:

- telah ditandatangani oleh tim/
panitia untuk kegiatan yang sudah
dilaksanakan; dan

- belum ditandatangani oleh
tim/panitia untuk kegiatan yang
belum dilaksanakan;

d) e-billing pajak asli;

untuk pembayaran Tambahan Penghasilan

Pegawai (TPP) ASN dilampiri dokumen

sebagai berikut:

a) daftar nominatif Pegawai ASN penerima
yang dimintakan pembayaran tambahan
penghasilan;

b) rekapitulasi daftar hadir kerja;

c) rekapitulasi daftar hadir apel; dan

d) rekapitulasi penghitungan tambahan
penghasilan;

untuk pembayaran insentif dilampiri

dokumen sebagai berikut:

a) fotokopi Keputusan Bupati tentang
pemberian insentif;

b) fotokopi Keputusan Kepala SKPD
tentang nominatif penerimaan insentif;

c) daftar nominatif penerimaan insentif;
dan

d) e-billing pajak asli;

untuk pembayaran honor narasumber

dilampiri dokumen sebagai berikut:
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a) surat permohonan narasumber kepada
pimpinan instansi/lembaga;

b) surat jawaban kesanggupan = dari
pimpinan instansi/lembaga;

c) surat pernyataan kesanggupan
narsumber;

d) surat tugas dari pimpinan instansi/
lembaga;

e) jadwal pelaksanaan kegiatan;

f) foto/dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

g) materi kegiatan dari narasumber;

h) daftar hadir narasumber; dan

i) daftar nominatif penerimaan honor; dan

j) e-billing pajak;

6. Untuk pembayaran  subsidi, bunga,
pembiayaan dan belanja tidak terduga
dilampiri dokumen sebagai berikut:

a) surat keputusan; dan
b) nominal yang dimintakan pembayaran;

7. Untuk pembayaran kewajiban kepada pihak
ketiga akibat putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum  tetap  dilampiri
dokumen sebagai berikut:

a) fotokopi DPA;

b) fotokopi NPWP;

c) fotokopi referensi bank;

d) surat kuasa pemotongan pajak;

e) surat kesanggupan membayar pajak;

f) e-billing pajak;

g) permohonan pencairan kepada PA/KPA;

h) persetujuan pencairan dari PA/KPA;

i) kuitansi bermeterai cukup;

j) dokumen hasil putusan pengadilan;

k) berita acara eksekusi;

1) Dberita acara serah terima barang;

m) berita acara pembayaran;

n) surat pernyataan tanggung jawab mutlak
dari PA/KPA; dan

0) surat pernyataan verifikasi dari PPK
SKPD/PPK Unit SKPD.

(10) Pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
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untuk pembayaran kekurangan gaji dan susulan
gaji dibayarkan paling banyak selama 2 (dua)
tahun; dan

untuk pembayaran terusan gaji dibayarkan
selama 4 (empat) bulan.

(11) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

harus segera menyetorkan ke rekening kas umum
Daerah dengan nomor rekening 1-016-00447-6 dan
yang bersangkutan harus menyampaikan bukti setor

tersebut kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan
Pengelolaan Belanja pada BPPKAD selaku kuasa
BUD.

Ketentuan ayat (1) huruf k Pasal 60 diubah dan ditambah
1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 60 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Mekanisme penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/
SPM-LS adalah sebagai berikut:

a.

PPK SKPD/PPK Unit SKPD menerima SPP-
UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembantu,;

PPK SKPD/PPK Unit SKPD meneliti kelengkapan
dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS;

PPK SKPD/PPK Unit SKPD mencatat SPP-
UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS yang diterima ke
dalam register SPP-UP/SPP-GU /SPP-TU/SPP-LS;
jika kelengkapan dokumen SPP-UP/SPP-GU /SPP-
TU/SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah, PPK
SKPD /PPK Unit SKPD menyiapkan SPM-UP/SPM-
GU/SPM-TU/SPM-LS untuk ditandatangani oleh
PA/KPA atau pejabat yang diberi wewenang
menandatangani SPM;

batas waktu antara penerimaan SPP-UP/SPP-
GU/SPP-TU/SPP-LS dan penerbitan SPM-
UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS, paling lambat 2
(dua) hari kerja;

dalam hal kelengkapan dokumen SPP-UP/SPP-
GU/SPP-TU/SPP-LS dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak sah, maka PPK SKPD/PPK Unit
SKPD menolak untuk menerbitkan SPM-UP/SPM-
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GU/SPM-TU/SPM-LS dan selanjutnya

mengembalikan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU /SPP-

LS paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung

sejak diterimanya pengajuan SPP kepada

Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi dan

diperbaiki;

PA atau pejabat yang diberi wewenang

menandatangani SPM  menerbitkan = SPM-

UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS paling lambat 2

(dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya

pengajuan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS

yang dinyatakan lengkap dan sah;

PPK SKPD mencatat penerbitan SPM-UP/SPM-

GU/SPM-TU/SPM-LS yang diterima ke dalam

register penerbitan SPM;

PPK SKPD/PPK Unit SKPD mencatat penolakan

penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS

yang diterima kedalam register penolakan SPP;

SPM dibuat rangkap 2 (dua) yang terdiri atas:

1. lembar ke-1untuk BUD;

2. lembar ke-2 untuk Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah
diberi cap, tanggal dan nomor oleh BUD;

SPM yang telah diotorisasi dikirimkan kepada

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan

Belanja pada BPPKAD selaku Kuasa BUD

dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai

berikut:

1. untuk SPM UP dilengkapi dengan:
a) surat pernyataan tanggung jawab Mutlak

PA;

b) surat pernyataan verifikasi PPK SKPD;

c) surat keputusan Bupati tentang
penunjukan Pengguna Anggaran;

d) surat keputusan Bupati tentang
penunjukan bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran;

e) surat keputusan Bupati tentang
penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran;

f) surat keputusan Bupati tentang
penunjukan  bendahara = penerimaan
pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu,;
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g)

h)

surat keputusan Pengguna Anggaran
tentang Pelimpahan Besaran UP untuk
SKPD yang ada KPA; dan

checklist kelengkapan dokumen SPM UP.
(Format 1);

2. untuk SPM GU dilengkapi dengan:

a)
b)

)

d)

f)

surat pernyataan tanggung jawab Mutlak
PA;

surat pernyataan verifikasi PPK SKPD;
bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
atas SP2D UP/GU yang lalu yang telah
diverifikasi oleh PPK SKPD;

pengesahan laporan pertanggungjawaban
(LPJ) yang telah ditandatangani oleh PA;
pengesahan laporan pertanggungjawan
fungsional yang telah ditandatangani oleh
PA; dan

checklist kelengkapan dokumen SPM GU.
(Format 2);

3. untuk SPM TU dilengkapi dengan:

a)
b)

)

d)

g)

surat pernyataan tanggung jawab Mutlak
PA/ KPA;

surat pernyataan verifikasi PPK SKPD /PPK
Unit SKPD;

bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
atas SP2D TU yang telah diverifikasi oleh
PPK SKPD/PPK unit SKPD;

izin TU dari PPKD;

pengesahan laporan pertanggungjawaban
(LPJ) yang telah ditandatangani oleh
PA/KPA;

pengesahan laporan pertanggungjawan
fungsional yang telah ditandatangani oleh
PA/KPA; dan

checklist kelengkapan dokumen SPM TU,
(Format 3);

4.untuk SPM-LS dilengkapi dengan:

a)

b)

)

surat pernyataan tanggung jawab Mutlak
PA/KPA;

surat pernyataan verifikasi PPK SKPD /PPK
Unit SKPD;

surat bukti pembayaran asli yang
ditandatangani oleh PA/KPA, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan PPTK (Format A-2);
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(2)

(3)

d) surat kesanggupan membayar pajak dari
penyedia (Format A-2.1);

e) surat kuasa pemotongan pajak dari
penyedia (Format A-2.2);

f) ringkasan kontrak (format A-2.3);

g) permohonan pembayaran dari penyedia
(Format A-2.4);

h) berita acara pembayaran (Format A-2.5);

i) persetujuan pencairan dana dari PA/KPA;

j)  bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
(sudah mendapatkan tanda tangan dan
pengesahan oleh PA/KPA sesuai dengan
kelengkapan persyaratan yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;

k) checklist kelengkapan dokumen SPM LS
(Format 4 sampai dengan 27); dan

1) kelengkapan dokumen huruf e sampai
dengan huruf k akan dikembalikan ke
SKPD.

Pengajuan Ganti Uang Persediaan dapat dilakukan
lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. untuk SKPD yang mengajukan ganti uang 1 (satu)
kali dalam sebulan pada saat pengajuan SPM GU
wajib menyertakan SPJ yang sudah diverifikasi
oleh PPK SKPD dan laporan pertanggungjawaban
(LPJ) fungsional untuk bulan berkenaan;

b. untuk SKPD yang mengajukan permintaan ganti
uang persediaan lebih dari 1 (satu) kali dalam
sebulan wajib melampirkan surat pernyataan
tanggungjawab mutlak dari PA atas SP2D GU
yang lalu disertai dengan bukti pengeluaran yang
lengkap dan sah; dan

c. bukti transaksi untuk kelengkapan
pertanggungjawaban belanja dapat
menggunakan bukti transfer yang dilakukan
dengan berbasis elektronik.

Ketentuan mengenai format checklist kelengkapan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan ayat (2) huruf d angka 2 dan ayat (5) huruf a

angka 6 Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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(1)

(2)

Pasal 63

Pengajuan penerbitan SP2D disampaikan kepada

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan
Belanja pada BPPKAD selaku Kuasa BUD oleh:

a.

b.

PA/KPA untuk kelengkapan dokumen SPM-
UP/GU/TU/LS; dan

PPKD wuntuk kelengkapan dokumen SPM LS
untuk Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak
Retribusi Daerah (BHPR), Belanja Tidak Terduga
dan Pembiayaan.

Penyampaian Dokumen SPM-UP/GU/TU/LS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

dokumen SPM-UP disampaikan dalam rangkap 2
(dua) untuk selanjutnya 1 (satu) dikembalikan
kepada Kepala SKPD dan 1 (satu) disimpan Kepala
Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja
selaku Kuasa BUD;
dokumen SPM-GU disampaikan dalam rangkap 2
(dua) untuk selanjutnya 1 (satu) dikembalikan
kepada Kepala SKPD.
dokumen SPM-TU disampaikan dalam rangkap 2
(dua) untuk selanjutnya 1 (satu) dikembalikan
kepada Kepala SKPD; dan
dokumen SPM-LS disampaikan dalam rangkap 2
(dua), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1 (satu) set dokumen pendukung SPM-LS
dikembalikan kepada SKPD oleh BUD; dan
2. 1 (satu) set dokumen pendukung SPM-LS
sebagai salinan disimpan sebagai arsip Kuasa
BUD yang meliputi:
a. surat pernyataan tanggung jawab Mutlak
PA/KPA;
b. surat pernyataan verifikasi PPK
SKPD/PPK Unit SKPD
c. berita acara serah terima barang (BAST)
barang untuk pengadaan barang, jasa
konsultan dan jasa lainnya dilengkapi
dengan invoice;
d. berita acara serah terima
pertama/provisional hand over (PHO)
untuk pekerjaan konstruksi;
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(3)

(4)

()

e. naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)

untuk hibah dan pakta integritas;

f. e-billing pajak;dan
g. checklist kelengkapan dokumen SPM LS;

Penyampaian dokumen SPM-LS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dalam

rangkap 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 1 (satu) set dokumen pendukung SPM-LS Asli
dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran
oleh BUD; dan

b. 1 (satu) set dokumen pendukung SPM-LS sebagai
salinan disimpan sebagai arsip Kepala Bidang
Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja selaku
Kuasa BUD.

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja
pada BPPKAD meneliti dokumen SPM-UP/GU/TU/LS
yang diajukan oleh PA/KPA/PPKD.

Penelitian dokumen SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi penelitian substansif dan
penelitian formal dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penelitian substansif dilakukan untuk:

1.

7.

meneliti dokumen DPA untuk memastikan
bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa
anggaran;

meneliti dokumen SPD untuk memastikan
dana untuk belanja terkait telah disediakan;
meneliti dan memastikan kelengkapan
dokumen yang menjadi persyaratan
pengajuan SPM;

menguji kebenaran perhitungan tagihan
atas beban APBD yang tercantum dalam
perintah pembayaran.

meneliti Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) dari PA/KPA atau pejabat
lain yang ditunjuk mengenai tanggung
jawab terhadap kebenaran pelaksanaan
pembayaran;

meneliti surat pernyataan verifikasi PPK
SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri
checklist kelengkapan dokumen;

meneliti e-billing pajak untuk SPM-LS.

b. Penelitian Formal dilakukan untuk:
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(6)

(7)

(8)

9

1. meneliti penulisan/pengisian jumlah uang
yang tertera baik dalam angka maupun
huruf;

2. meneliti kebenaran dalam penulisan
termasuk tidak boleh terdapat coretan/type
ex/cacat.

Dalam hal terdapat dokumen SPM yang tidak lengkap
dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut
melampaui pagu anggaran berdasarkan penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala
Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja
pada BPPKAD selaku Kuasa BUD melakukan
penolakan terhadap permohonan penerbitan SP2D
paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya pengajuan dokumen SPM.

Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dituangkan dalam Surat Penolakan

Penerbitan SP2D yang dibuat dalam rangkap 2 (dua)

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 1 (satu) bendel surat penolakan beserta
dokumen SPM diberikan kepada PPKD yang
kemudian akan diberikan pada PA/KPA agar
dilakukan perbaikan atau penyempurnaan SPM;

b. 1 (satu) bendel surat penolakan @ di
dokumentasikan dalam register surat penolakan
penerbitan SP2D.

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan/atau sah
dan/atau pengeluaran tersebut tidak melampaui
pagu anggaran yang tersedia, maka Kepala Bidang
Perbendaharaan pada BPPKAD selaku Kuasa BUD
akan memproses penerbitan SP2D sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

SP2D dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. lembar ke-1 untuk bank yang ditunjuk;
b. lembar ke-2 untuk PA/KPA;

c. lembar ke-3 untuk pihak ketiga, khusus untuk
pencairan SPM-LS; dan

d. lembar ke 4 untuk disimpan sebagai arsip Kepala
Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja
pada BPPKAD selaku Kuasa BUD.
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6. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 65 dihapus.

8. Ketentuan Lampiran IX dalam Peraturan Bupati Blora
Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blora
ditambahkan sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 45

Sesuai dengan aslinya
ian Hukum Setda Kab. Blora,

Ditandatangani secara

Kepala Bag

elektronik oleh :
Sioak

SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di
terbitkan BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik).
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1.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 50 TAHUN 2022
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BLORA

FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN

TENTANG

FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI DOKUMEN SPP-UP

(Format 1)

CHECKLIST PENELITIAN KELENGEAPAN DOEKUMEN SPP-UP

NG

URAIAN

TIDAK
ADA

SFP-UF

Rincian Rencana Pengrunaan SPP-UP

3FM-UFP

Fotokopi SPD dan DPA

Fotokopi Keputusan Bupati tentang Penunjulkan P4

Fotokopi Keputusan Bupati tentang Penunjulian
Bendahara Penerimaan dan Berndahara Pengeluaran

Fotokopi Keputusan Bupati tentang Penunjukan KPA

Fotokopi Keputusan Bupati entang Penunjulean
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Berndahara
Pengeluaran Pembantu

Fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran tentang
Pengelola Keusngan SEFD

10

Fotokopd Keputusan Bupati tentang Besaran Usng
Persediaan

11

Fotokopi Keputusan PA tentang Pelimpahan Besaran
Uang Perzedizan

12

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlalk P4

13

Surat Pernyataan Verifiltasi PPK-SKPD

FFE SEFD FENELITI KELENGEAFPAN DOKUMEN SFP-UF
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2. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI BENDAHARA
PENGELUARAN (Format 2)
CHECKLIST PENELITIAN KELENGKAFPAN DOKUMEN SPP-GU
TIDAK
NO URAIAN ADA | T

SPP-GU

Rincian Rencana Penggunaan SPP-GU

SPM-GU

Bukti Bukti Pengeluaran Yang Sah Dan Lengkap

Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Yang Telah
Ditandatangani Oleh PA

Pengesahan Laporan Pertanggungjawan Fungsional Yang
Telah Ditandatangani Oleh PA

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dari PA

Surat Pernyataan Verifikasi Dari PPK-SKPD

NIP

Tanggal

Nama

PPK SKPD PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-GU

Tanda Tangan
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3. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP TU (Format 3)

CHECKLIST PENELITIAN EELENGEAPAN DOKUMEN SFP-TU

TIDAK

o URATAN ADA ADA

1 | 5FP-GU

2 | Fincian Fencana Penggunasan SFP-TU

3 | 8PM-TU

4 | Burat Izin TUF Dari PFED

5 | Fotokopi SPD Dan DPA

6 | Laporan Pertangrungjawaban TUP Sebelumngya

|

Bulkti Pengeluaran Yang Sah Dan Lenglap TU
Sebelumnya

g | Pengezshan laporan pertangsungawaban (LEJ)
yang telah ditandatangani oleh PA/EPA

9 | Pengesshan laporan pertangsungjawan
fung=zional yang telah ditandatangani oleh
PAJEPA

10 | Surat Pernyatasn Tangsung Jawab Mutlzle Darn
PA/EPA

11 | Surat Pernyataan Verifikasi Dari PPE-
SKPD/FPPE UNIT-SEFD

PPE SKFD/PPK UNIT SKPD PENELITI KELENGEAPAN DOKUMEN SPE-TU
Tangzal

MNama
NIP
Tanda Tangan




4. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS GAJI DAN

TUNJANGAN (Format 4)

CHECELIST PEMELITIAN KELEMGEAFPAN DOEUMEN SPP-L3 GAJL DA TUNJANGZA

1 | BPD |Surat Penyedinan Diava) -

2 | DPA [Dolkumen Pelalcaranaan Anggaran) - -

3 ZPP-L3 [Surat Permintazn Pembayaran Langsung]-Gaji Dan
Tunjangan Lainnya

4 | Fmndan Fencana Pengpunaan SPP-LS

SPM-LS [Surat Perintah Membayar Langzung| Gaji Da
Tunjangan Lainnya

om

5 | A2

T | Daftar Rekapitulazi Pegawai Begerta Keluarpa

E | Daftar Perbedaan Gaji Bulan Lalu Dengan Bulan Berjalan

9 Daftar Gaji Untulk Para Pegawai

10 | Daftar Fincian Selanja Dan Tunjangsan Pegawai Pambayaran Gaji

11 | Faleap Daftar Gaji Untul Bulan Yang Barzanglkutan
Pergolongan /Fuang

12 | Perintah Pemotongan Tazpen

13 | Perintah Pemotongan Jaminas Kesehatan [4%)

14 | Perintah Pemotongan Jaminan Kecslabkaan Kerja

15 | Perintah Pemotongan Jaminan Hematisn

1& | Perintah Pemotongan Pplk 21

17 | Perintah Pemotongan WP (134

18 | Bura: Permyataan Tangsung Jawak hutlal Dari FA

19 | Burat Pernyataan Verifileagi Dard PPE-SKEPD

PR ZKPD FENELITI KELENGEKAPAN DOKUMEN SFP-LS GAJL DAN TUNJANGAN

Tangwal R —
Nama H e
HIP I e

Tanda Tangan .
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5. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
PENGADAAN BARANG/JASA (Format 5)

CHECHLIST PENELITIAN KELENGHAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMEBAYARAN
FENGADAAN BARANG /JASA
NG UFRALAN ADA TET
i IPP-L3
Z Fincdan Fencana Pengpunaan SFP-L3
3 SPM-LS
4 Fotolkopi DPA
=] A-Z
G Kuitangi
T Fotolkopi NFWE Penyedia
B Fotolkopi Refereangi banl: ! Fekening Bank Penyedia
9 Zuratr Kezanppupan Membayar Pajak
10 | Burat Kuara Pemotongan Pajalk
11 | Id Billing Pajalk
12 | Falktur Pajak
13 | Finglkazan Kontrak
14 | Finglkazan Adendum Hontralk
15 | Burat Permohonran Pencairan Kepada PPEom
16 | Perzetujuan Pencairan Dana Dari PAJEPA
17 | Burat Perintah Pengiriman [SPF)|
1E | Berita Acars Hargil Pemerileasn Barang ! Palcarjansm
19 | Berita Acara Serah Terima Barang/Peloerjaan
20 | Lampiran Berita Acara Serah Terima
Barang/Pekerjaan
21 | Laporan Hagil Pemerikzaan Dan Serah Terima
Barang/ Pelkerjaan
212 | Burat Permyvataan Tangsung Jawak kutlak Dart
FA/KPA
23 | Burat Permyataan Verifikagi Dar]l PPE-SKPD /PRFE Unit
SKFD
FFK SKPD fPPH UNIT 3XFD FENELITI KELENGHKAPAN DOKUMEN SFP-L3 PENGADAAN
BAFANG/JASA
Tangzal e
MNama .
HIP
Tanda Tangan R,
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6. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
JASA KONSULTAN PERENCANA (Format 6)

CHECRIIPT FENELITIAN EELENGEKAFAN DOKITMEN 3PF-LE FEMEATARAN JABA
KONEULTAN FERENCANA

TIDAK

RO, TRALAN ADA
ADA

1 |3FF-LE

Rim—ian Fancono Pasppuncasn APF-LE

L]

3 | 2FM-1E

4 Fetckap: DFA

=5 A-E

& | Kuitame

7 | id Billing Pojak
= Zurat Kscanpprupen Msmbayar Pojak

a Zarct Kaozo Pesictonpan Fajck

I3 | Fetckop: HFWEF Paxywdia

11 | Fetckop: Eafaranc Sank | Feksminp Sk Fasnredic

13 | Rimplkozen Kontrok

13 | Bimplkocen Addendus Kontralk

14 | Fetckop: Bakt Peangamuamon Fancens Umum Pasnpodaon
[BIRUF) Daxi Aplikard LFEE

IS | Zarct Pesmcheonen Pancaizan Espade FPEe=

168 | Farcatojuan Pencosranm Dori PAJEFA

17 | Ewrita Accra Hesd Pemasksacn Falasjaan

IE | La=mpdran Ewsrita Acora Hozd Pesasdkecaon Fekasjaan

15 | Bwrita Accra Sereh Tessms Palkarjoon

23 | Lampiran Esrita Acora Sarch Temome Pakerjoon

2l | Laporon He:d Pemastkcoon Adounisiros:

21 | Emrita Accra Famboraram

23 | Laspiran Inuesscs Biayva Lanprunye Parzond dan Hom Paszemil

Z4 | He::l Pakarjoan Persnconoen [pambar sch)
25 | @arct Pernyoteas Tammrune Jowsh Mutlak Do PA EFA
28 | 2urct Permyotoan Venflkard Dax FFE-35FD fFPK Unst EEPD

FFE S2KFD (FFE UNIT EEFD FERELITI EELENGAFAN OKIUTMEN 3FF-L2 JASA
EOHAULTAN FERENCARA

Temguel

Hommm

HIF

Tenda Tongan
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7. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
JASA KONSULTAN PENGAWAS (Format 7)

CHECHELIST FENELITIAN KELENGEAPAN DOKUKEN 3FP-LS PEMEBAYAFRAN JASA
EONSULTAN PENGAWAD
o URALAN ADA TE?
1 SFP-L3
e Fincan Fencana Pengpumnaan SPP-LE
3 SFM-LS
4 Fotokopi DPA
= A-D
= Knitaneoi
T id Billing Pajak
Fd Zurar Kezanggupan Meambayar Pajaik
9 Zurat Kuara Pemmotongan Pajale
ic Fotolopi NFWF Penyedia
11 Fotolopi Referensi Bank [ Fekening Bank Penyedia
12 Finglkazan Kontrak
13 Fingleazarn Addendum Kentrak
14 Fotolopi Bukd Pengumuman Fencana UTmum Pengadammn
[SIEUP| Dari Aplikazi LP3E
13 Zurat Permohonan Pencairan Kepada PPEom
16 Perzetujuan Pencairan Dari PA KPS
17 Berita Acara Hagil Pemeriksaan Pelcerjamm
Lampiran Berita Acara Hagil Pemerilccasn Fakerjamn
12 Berita Acara Serah Terima Peloerjaan
15 Lampiran Berita Acara Serah Terima Pelerjazmn
=20 Laporan hagil pemerilesaan dan gerah terima
=1 berita acara pembayaran
22 Lampiran Inpoice Bisya Lanpmummg Personil dan Non
Perzonil
23 Hagzil Pelcarjaan Peangawacan [foto, bualos, dolumencasi
dan fatau laporan hagil peleerjaan)
=4 Surat Permyataan Tangsrung Jawak hiutlal: Dari PAJKPA
25 Surat Permyataan Verifilkeagi Dard PPE-SEKPD fFPX Tnit-
SKEPD
FPK SKFD fPPE UNIT SEFLD FENELITI KELENGHAPAN DOXUMELN SFP-LS JASA
KONWSULTAN PEINGAWAS
Tangsal D e
Hama I
HNIF R
Tanda Tangan R,
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8. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
UANG MUKA KONSTRUKSI (Format 8)

MUEFA EONSTREUESI

CHECHELIST PENELITIAN EELENGEAPAN DOEUMEN SFP-L5 FEMBAYARAN UANG

URAIAN

TIDAK
ATA

SFP-LS

Fincian Eencana Pengsunsan SPP-L3

SEM-LS

EE LSV I e ]

Fotolkopi DPA

A-2

o | en

Kuitansi

=]

ID Billing Pajale

Surat Kesangsupan Membazar Pajalke

Surat Kussza Pemotongan Pajale

10

Fotokopi WPWP Penyedia

11

Fotokopi Feferenszi Bank / Fekening Bank Penyedia

12

Fingks=z=an Kontralk

13

Fingkazan Addendum Kontral

14

Perzetujuan Pencairan Dari PASEPA

15

Fotokopi Bulitt Pengumuman Fencana Umum Pengadaan
(SIFEUF| Dari Aplikka=i LPSE

18

Surat Permohonan Pencairan Kepads FPEom

17

Berita Acara Pembsyaran

18

Fotolkopl Pemotongan Asuransi Tenaga Kerja

19

Foto DanfAtan Delmentasi Peleerjaan 0% (Mol Persen)

20

Fotlokopt Jaminan Pelalkzanzan Untulk Pekerjaan Diatas
Fp. 200,00 000,00 (dus ratus juta rupiah)|

21

Fotokopi Jaminan Uang Muks

22

Surat Pernyatasn Tangsung Jawab MMutlasle Darn PA/EPA

23

Surat Pernyatasn Verifikasi Dari FPE-SEP{D/PPE Unit
SEFD

Tangg=l
Mamsa

NIF

Tands Tangan

FPE SEPD /PPE UNIT SEFD PENELITI EELENGEAPAN DOKUMEN SPE-LS
UANG MUEA KONSTREUESI
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9. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS
SERTIFIKAT BULANAN (MOUNTHLY CERTIFICATED) KONSTRUKSI (Format 9)

TERMYN/

CHECKELIST PENELITIAN EELENGEAPAN DOEKUMEN SPP-LS TERMYN/
SERETIFIEAT BULANAN (MOUNTHLY CERTIFICATED) KONSTREUESI

URATAN

ADA

TIDAE
ADA

SPP-LS

Fincian Fencana Pengsunzan SEP-LS

SPM-LE

Fotokopi PA

Fotokopi NPWP Penyeadia

Fotokopl Feferensi Bank / Eekening Bank Penyedia

A-2

Fuitanst

ID Billing Pajale

Surat Kezsangsupan Membayar Pajak

Slale|le|m|o|olsw|k] -

Surat Kusss Pemotongan Pajsle

[
ka

Finglkszan Kontrak

[
Lad

Fingkszan Addendum Fontralk

[
=

Surat Permohonsn Pencairan Eepads PPEom

[y
L

Parzetiyuan Pencairan Dari PAJEPA

[
&}

Fotolopl Bukt Pengumuman Fencana Umum Pengadaan
(SIEU] Dan Aplikss=i LPSE

Berita Acara Kemsjuan Pekerjasn Yang Ditandatangam FPEom,
FFTE, Pengawas Tekms [Konsultan Pengawas, Penyedia Dan
Apabilz Ads Tim Telkmiz/Tim Pendulmung.

18

EBerita Acara Pembsyaran

19

Fotokopl Potongan Asuransi Tenaga Kerja

20

Fotokopl Jaminan Pelakzanaan Untuk Pekerjaan Diatas
Fp.200.000.000,00 (Cua Fatus Juta Fupiah)

21

Foto DanfAtau Delumentasi Kemajuan Pelterjaan /Fisik

22

Surat Pernyatasn Tangsung Jawab Mutlele Dari PAJERPA

23

Surat Pernyatasn Verifikasi Darn PPE-SEPD/ PPE Unit SEPD

HIFP

Tangz=al

Mama

Tandz Tangan

FFE SEFD /FFE UNIT SEFD PENELITI EELENGEAPAN DOEUMEN SFP-LS
TERMYNySEETIFIKAT BULANAN [MOUNTHLY CERTIFICATED) KONSTRIUIESI
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10. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
KONSTRUKSI SERATUS PERSEN (Format 10)

TIDAE
ADA

CHECEKLIST PEMELITIAN KELENGEAPAN DOHUREN 3PP-LS FEMEATARAN
HONSTREUKSI SEEATUS PERESEN

NG URAIAI

i IFP-LS

2 Findan Fencana Pengpunaan SFP-LS

3 SIPM-LS

4 Fotokopi DPA

= Fotolkopi NFWF Penyedia

L] Fotolkopi Referengi Bank [ Fekening Bank Penyedia

T A-Z
Kuitang
ID Eilling Pajak

i Zurat Kecangpupan Membayar Pajak

i1 Zurat Kuara Pemotongan Pajak

12 Finglcacarn Kontrak

13 Einglkazan Addendum Kontrak

i4 Zurat Permohonan Pencairan Kepada PPEom

15 Perzetujuan Pencairan Dari PA JHPA

15 Fotoloopi Bukd Pengumuman Fencana Umum Pengadasam
[SIEUP| Dari Aplikagzi LPSE

17 Berita Acara Pembayaran

ia Fotokopi Potongarn Asuranci Tenaga Kerja

19 Fotolkopi Jaminan Pemeliharasn

Z0 Zurat Permyataan Keterlambatan Pekerjazm Dari Pejabat
Penandatangan Kontralk

21 Daftar Herusakan Dian Kekurangan

22 Berita Acara Penilaian Kemajuan Peloerjaan

23 Berita Acara Penelitian Dan Pemerilccaan Penyerahan
Partama

24 Berita Acara Serah Terima Pertama Hagil Pelesrjaan [PHO]

25 Pernyataan Jaminan Hualitaz

26 Laporan Hagil Penyerahan Peloarjaan Dari Pejabat
Penandatangan Kontrak

27 Zura: Permyataan Tangsung Jawak Mutlalk Dari PAJEPA

28 Surat Pernyataan Verifikagi Dari FPE-SKPD /FPH UNIT SEKPD

FPE SKFD JPPE UNIT 3XFPD FENELITI EELENGHKAPAN DOXKUMEN SFP-LS KONSITEUKSI]

SERATUS FERSEN

Tangzal .

Mama IR

NIF

Tanda Tangan H R
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11. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
PERJALANAN DINAS PAKET MEETING (Format 11)

FPERJALANAN DINAS PARET MEETING

CHECHKLIST FENELITIAN EELENGEAPAN DOKUMEN SFP-LS FEMBAYARAN

HO

URATAN

ADA

TIDAK
ADA

SFP-LS

Fincian Eencana Pengsunsan SPP-LS

SFM-LE

Bw|raf =

Fotolopl DPA

A2

o N

Fuitansi

=1

id Billing Pajak

Surat Kesangsupan Membayar Pajak

Surat Kusss Pemotongan Pajal

10

Fotokopi NWPWFE Pengyedia

11

Fotokopl Feferenszi Bank / Fekening Bank Penyedia

12

Fingkaszan Kontrak

13

Fingkazan Addendum Kontrak

14

Fotokopl Bukt Pengumuman Fencana Umum Pengadaan
(SIEUF) Darn Aphkasi LPSE

15

Surat Permohonan Pencairan Kepads FFEom

14

Persetujuan Pencairan Dari PAJEFA

17

Eerits Acera Hasil Pemeriksasn Pekerjaan

Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan

15

Eerits Acsra Serzh Terima Pelkerjzan

12

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

20

Laporan hasil pemerikszasn dan serah terima

21

berita acars pembayaran

22

Lampiran nvoice Biays Langsung Personil dan Non Personil

23

Surat Pernyatasn Tengsung Jawab Mutlalk Darn PA/EPA

24

Surat Pernyatasn Verihilkaszi Dean PPE-SEPL/PPE Umt-SKEFPD

HIF

Tangeal

MNama

Tanda Tangan

FPE SEFD /FPE UNIT SKEFD PENELITI EELENGEAPAN DOKUMEN SFP-LS
JASA EONSULTAN PENGAWAS
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12. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
TENAGA KEAMANAN/KEBERSIHAN (Format 12)

CHECKELISTPENELITIAN KELENGEAPAN DOEKEUMEN 5FPP-LS PEMBAYARAN TENAGA
KEAMANAN/KEEERSIHAN
TRAIAN ADA Tgll{
1 SFP-LS
2 | Fincian Fencana Penggunaan SFP-L3
3 | BFM-L3
4 | Fotokopi DPA
5 | A2
6 | Euitansi
7 | Fotokopi NFWF Penyedia
2 Fotokopl Beferenst Bank / Relkening Bank Penyedia
g Surat Kesanpsupan Membayar Pajalc
10 | Surat Kuasza Pemotongan Pgjalk
11 | ID Eilling Pajak
12 | Ringkaszan Ferjanjian
13 | Burat Permchonan Pencairan Kepada Pplom
14 | Perzetujuan Pencairan Dari FA/KPA
16 | Burat Pemeriksaan Dian Serah Terima Haszil Pelerjaan
17 | Undangan Dan Daftar Hadir
18 | Eerita Acara Hasil Pemerikzaan Pekerjasn
Lampiran Berita Acara Hasil Pemerikzsaan Pekerjasn
19 | Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
20 | Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
21 | Pernyataan Jaminan Kualitas
22 | Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Serah Terima
23 | Uraian Jeniz Pekerjasn Tenaga Keamanan /Kebersihan
24 | Daftar Nominatif Penerimaan Tenaga Keamanan |
Eebersihan
25 | Bukti mpoiwce Pembayaran Bulan Sebelumnya
26 | Surat Pernvataan Tanggung Jawabh Mutlalk Dari FA
27 | Surat Pernvataan Verifikasi Dari PPE-SKEFD
PFPHE SEFD SEFD PEMELITI KELENGEAPAN DOEUMEN SPP-LE TENAGA
KEAMANAN,/ HEEERSIHAN
Tangeal S
Mama 0@ e
NIF 0 e
Tands Tangan @ .ceveeene
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13. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (Format 13)

BENDAHARA

CHECELISTFENELITIAN KELENGEAPAN DOKUMEN SPP-LS FEMEBAYARAN
FAJIAN /SWAKELOLA TIPE I
NQ URAIAN ADA TET
1 SFP-L5
2 Fincian Bencana Pengrunaan SFP-LS
3 SFM-LS
4 | Fotokopi DPA
5 | A2
Kuitansi
i} Surat Eepuiusan Pembentukan Tim Kagjian
T Surat Permohonan Tenaga Ahll Kepada Instansif
Lembaga Lain
2 Surat Jawahsan FKeziapan Tenaga Ahli Dari Instansif
Lembaga Lain
o9 Undangan Fapat Pembahasan Peleerjasn Kajian
10 | Daftar Hadir Fapat Pembahasan Pekerjasn Hajian
11 | Daftar Mominatif Pensrimaan Honer Tim /Tenaga Ahli
12 | Foto/Dokumentasi Fapat Pembahazan Pekerjaan Kajian
13 | Id Eilling Pajak
14 | Berita Acara Pemerik=saan Has=il Kajian Oleh Tim
Penpgawas Dan Lampirannya
15 | Berita Acara Hasil Pekerjaan Kajian Dan Lampirannya
Drari Tim Pelaksana Kepads Pploom
15 | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kajian Dan
Lampirannya Dari Pplom Kepada PAJEPA
17 | Hazil Pekerjaan Hajian
18 | Surat Pernyataan Tanggung Jawabh Mutlak Dari PA/EFPA
19 | Surat Pernyataan Verifikasi Dari PFE SEPD FPE Unit
SKEFD
FPK SKEFD/PPE UNIT SEFD PENELITI KELENGEAPAN DOEUMEN SPP-LS FLAJIAN
SWAKELOLA TIFE 1
Tanggal T e
Nama T et
NIF I
Tanda Tangan @ ..ceee.o..
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14. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
PEKERJAAN SWAKELOLA TIPE II/III/IV (Format 14)

PEEKERJAAN SWAEELOLA TIPE II/TII/ TV

CHECKLISTPEMELITIAN KELENGEAPAN DOHUMEN S5PP-LS FEMBAYARAN

URAIAN

ADA

TIDAK
ADA

SFP-LS

Fincian Eencana Pengsunaan SFP-LS

SPFM-LS

Fotolopi DPA

A-2

oo | s | o | R

Euitansi

=1

Permohonan Pelaksansasn Pekerjaan Swakelola Kepada
Instansi/Lembaga Lain

Jawaban Dari Instanzi/Lembags Lain tentang Keziapan
Pelakzanaan Swakelola

Undangan Penjelazan Pekerjaan Swrakelola

10

Eerita Acara Penjelazan Pekerjasn Swalkelola

11

MNota Kesepahaman Pekerjaan Swakelola

12

SK tentang Pembentulan Tim Swakelola

13

Permchonan Pemerikzasn Has=il Pekerjaan Swakelola Dari
Eetua Tim Swalkelola

14

Eerita Acara Pemerilsasn Hasil Pekerjaan Swaltelola Dari
Tim Pemerikza Cleh Tim Pengawas

15

Eerita Acara Serah Terima Hasil Peloerjasn Dari Tim
Pelak=ana Kepada Pplom

16

Eerita Acara Serah Terima Pekerjaan Dari Pplom Eepada
PAJEFPA

17

Permchonan Pemerikzasn Administrasi Dari PA/EPA

12

Eerita Acara Pemerik=asn Administrazi Dan Lampirannya

15

Hasil Pelkerjasm Kajian / Swakelola

20

Surat Pernyvatasn Tangepung Jawab Mutlal Dari PASEPA

21

Surat Pernyataan Verifilkkasi Diarvi FFE SEPD /FPE Unit
SEFD

FPK SKFD/PPE UNIT SEPD PENELITI KELENGEAPAN DOKUMEN 5PP-LS
SWAKELOLA TIFE II, III, IV

Tanggal

Hama

53



15. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
HONOR TENAGA HARIAN LEPAS (Format 15)

TENAGA HARIAN LEFPAS

CHECELIST PENELITIAN EELENGKAPAN DOKUMEN SFP-L5 FEMEBAYARAN HOMOR

MO URAIAW ADA Tﬂf
1 | BFFP-L3
2 | Bincian Eencana Penggunaan SFP-LS
3 | BFM-L3
4 | Fotokopi DPA
5 | A2
G | Euitansi
7 | Surat Perjanjian Kerja/Surat Perintah Tugas Tenaga Kontrak
Unfuk Pengajuan Pertama Kali
2 | Burat Izin Pembayaran Davi PAJEPA
g | Daftar Nama Tenaga Harian Lepas Unituk Pengsjuan Kedua
Cran Selanjuinya
10 | Daftar Mominatif Penerimaan Honor Tenags Harian Lepas
11 | Surat Pernyataan Tangzung Jawabh Mutlak Dari PASHPA
12 | Surat Pernyvataan Verifika=i Dari FFE SEPD /FFE Unit SKPD

NIP

Tarnda Tangan T e -

PPE SKEFL/PPE UNIT SEPD PENELITI KELENGEAPAN DOEUMEN SPP-LS HONOE
TENAGA HARIAN LEPAS

Tangeal D e,

MHama D e
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16. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
HONOR TIM /TENAGA AHLI/NARASUMBER (Format 16)

TIM JTEMNAGA AHLI/NARASUMEER

CHECELISTPEMELITIAN KELENGEAPAN DOKUMEN SFP-LS PEMEAYARAN HONOR

Lo

URAIAN

TIDAK

ADA

SPP-LS

Fincian Eencana Penggunaan SPP-LS

SFM-LS

Fotokopi DFA

A-2

Fotokopi Surat Eeputuzan Pembentulan Tim

Daftar Mominatif Penerimasn Honor

Surat Permchonan Narasumber KEepada Instansi/Lembaza Lain

Surat Jawaban Pemberian Narasumber Dari Instansi/Lembaga
Lain

10

Undangan Dan Jadwal Pelalk=anasn

11

Daftar Hadir

12

Id Billing Pajak

13

Iateri / Bahan Ajar Yang Dizampailcan Olsh Narasumber
[Untuk Bimitek]|

iz

Surat Pernyatasn Tangeung Jawab Mutlal Dari PA /EFA

15

Surat Pernyataan Verifilka=i Dari FFE SEPD /FPE Unit SEPD

FPE SKPD/PFE Unit SKFD FENELITI KELENGHKAFAN DOKUMEN SFP-LS HONOR
TIM j TENAGA AHLI/NARASUMEER

Tamngeal D e

Hama L e

NIF
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17. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI DOKUMEN SPP-LS
PEMBAYARAN LEMBUR (Format 17)

CHECRLIST PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN LEMBUR

O URAIAN ADA HA[J;;K
1 | 8FP-L3

2 | Fincian Eencana Penggunsan SPP-LS

3 | BFM-L3

4 | Fotokopi DFA

5 | A2

G | Surat Izin Lembur Diari Bupati

T | Surat Perintah Lembur

8 | Daftar Hadir Lembur

9 | Daftar Nominatif Penerimaan Lambur

12 | Id Eilling Pajak

13 | Surat Pernyvataan Tangeung Jawabh Lutlal: Dari PAJEPA

14 | SBurat Pernyataan Verifikas=i Dari PPEK SEPD /FPE Unit SEPD

FPE SEPD/PPK UNIT SEPD PEMELITI KELENGEAPAN DOKUMEN SPP-LE
FEMEAYARAN LEMEUR

Tangesal D e

Hama L e
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18. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
LISTRIK/TELEPON/PDAM/INTERNET (Format 18)

LISTRIE/TELEPON /FDAM /INTEENET

CHECELIST FENELITIAN KELENGEAPAN DOKUMEN SFP-LS PEMEBAYARAN

[0

URATAN

TIDAK
ADA

SPP-LS

Fincian Fencana Pengeunaan SFP-LS

SFM-LS

Fotokopi DPA

A-2

Surat Tagihan Dari PLN |/ Telefon /PDARM / Internet

Kuitanszi BEermeterai

Draftar Nominstif Tagihan PLN  Telefon /PDAM f Internst

Surat Pernyataan Tanzgung Jawabh Mutlalk Dari PAHPA

10

Surat Pernyatasn Verifikasi Dari PPE SEPD /FPE Unit SEPD

Hama

NIF

FPE SEFPLD/PFPE UNIT SEPD PEMELITI KELENGEAPAN DOEUMEN SPP-LS LISTRIK/
TELEFON /FDAM/INTEENET

Tangeal T e
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19. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK/RETRIBUSI (Format 19)

CHECKLIST PFENELITIAN EELENGHEAPAN DOKUMEN 5FP-LS PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK/FETRIEUSI

TIDAK

HNO URATAN ADA ADA

1 SFP-LS

2 Fincian Fencana Pengegunasn SFP-LS

3 SPM-LS

4 Fotokopi DPA

=] A-2

G Fotokopi 5K Bupati tentang Bezaran Insentif

T Fotolopi 58K Kepala SEFD tfentang Bezaran Insenfif

2 Daftar Nominatif Pensrimaan Insentif

9 |ID Billing Pajak

o Surat Pernyvataan Tansggung Jawabh Mutlak Dari PA/EKFA

10 Surat Pernyataan Verifika=i Dari PPE SEPD /PP Unit
SKEPD

FPE SKFD/PPE UNIT SEFD PEMELITI EELENGEAPAN DOKTUMEN SPP-LE INSENTIF
FEMUNGUTAN PAJAK /EETEIBLISI

Tangesal T e

Nama S,

NIP L e .
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20. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
BPO BUPATI/WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD (Format 20)

CHECKELISTPENELITIAN EELENGEAPAN DOKUMEN 3FF-LS FEMEAYARAN BFOC
EUPATI/WARKIL BUPATI DAN FIMFINAN DFED

TIDAK

NO URAIAN ADS ADA

1 SFP-L3S

2 | Fincian BEencana Penggunaan SPP-LS

] SEM-LS

4 | Fotokopi DPA

5 | A2

& | Pakta Integritasz

T Euitansi Bermeterai

2 Surat Pertanggungjawaban BPC Sebelumnya

o Surat Pernvataan Tanggung Jawab hMutlalk Dari PA/EKFPA

10 | Surat Pernyatasn Verifikasi Dari PFE SEPD

PPE SEFD FENELITI EELENGEAFAN DOKUMEN SFP-LS EPO EUFATI DAN WAKIL |
FIMPINAN DFED

Tangeal : e

Nama D s

NIF D e

59



21. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
UANG KONTRIBUSI (Format 21)

CHECKLISTPENELITIAN KELENGHEAPAN DOXUMEN SPP-LE PEMBAYARAN UANG
KOMNTRIBUSI

TIDAK

NO URAIAN ADA ADA

1 SFFP-L5

2 Fincian Fencana Penprunaan SFP-LS

3 SFM-LS

4 Fotokopi DPA

5 A-2

[+ Surat Tagihan Dari Lembags /Instansi Lain /Mota
Kezepahaman

T Kuitansi Bermeterai

a Jadwal Pelakzsansan Kegiatan

g Keputuszan /Surat Tugass Dari Pejabat Tentang Daftar
Pezerta

10 | Draftar Nama Peserta Keglatan

11 | Surat Pernyatasan Tangpung Jawab Mutlal Dari PA JEKPA

12 | Surat Pernyataan Verifikasi Dari PPE SEPD /FPE Unit
SKEFD

FPE SKEFPL/PFE UNIT SKFD PENELITI EELENGHAPAN DOKUMEN SPP-LS UANG
EONTRIBUSI

Tangeal D e

Hama D meemnaanas

60



22. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU/TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN
(Format 22)

CHECELISTPENELITIAN KELEMGHAPAN DOMITMEN SPP-LE FEMEAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURLUJTAMEAHAN PENGHASILAN FEGATWAT ASN

TIDAK

Na URAIAN ATA ADA

1 SPFP-L5

2 | Fincian Fencana Penggunaan SFP-L3

3 | BFM-LS

4 | Fotokopi DPA

5 | A2

& Surat Hepufuzan tentang Penerima Tunjangan Profesi/
Tambahan Penghasilan Pegawai ASN

=

Draftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi [/
Tambahat Penghasilan Pegawsai ASN

2 | Bekapitula=si Pegawal Pergolongan Penerima Tunjangan
Profezi/TFF

g Surat Perintah Pemotohgan FFh 21

10 | ID Billing Psjak

11 | Surat Pernyvataan Tangeung Jawabh Mutlak Dari PAJEPA

12 | Surat Pernyvataan Verifilka=i Dari PPE SEPD /FPE Unit
SEFD

FPE SEFD/PFHK UNIT SEFD PENELITI KELENGEAPAN DOEKUMEN SFPP-LE
TUNJANGAN PROFESI GURU/TFP

Tanggal T e

Hama L e

HIF L e .

61



23. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
PEMBEBASAN TANAH/GANTI RUGI TANAH (Format 23)

PEMEEEBASAN TAMAH /GANTI EUGI TANAH

CHECELIET PENELITIAN KELENGEAPAN DOEKUMEN SPP-LS FEMBAYARAN

MO TRAIAN ADA TE-;K

1 | 8FP-L5

2 | Fincian Fencana Penpsuanaan SFP-LS

3 | BFM-L3

4 | Fotokopi DPA

5 | A2

& | Surat Pernvataan Pelepazan Dan Penyerahan Hak Atas
Tanah

7 | Kuitansi Eermeterai

2 | Surat Pernyataan Ulkur Tanah Dari EPH

S | Surat Pernyvataan Sangzup Dipotong PFh

10 | Surat Pernyatzan Bahwa Tanah Tidalk Dalam Senzgketa

11 | Berita Acara Musyawarah Tim Dan Penjual Tanah

12 | ID Eilling Pajak

13 | Nomor Eekening Bank Penjual Tanah

14 | Surat Pernyataan Tansgung Jawab Mutlak Dari PAEKFPA

15 | Surat Pernyataan Verifilkasi Dari PP SEPD /PPE Unit
SHFD

Mama

FFE SKEPD/FPFPE UNIT SEFD FENELITI EELENGEAPAN DOKUMEN SFP-LS
FEMEEEBASAN TAMAH/GANTI RUGI TANAH

Tangzal D e
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24. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PEMBAYARAN
TUNJANGAN RESES DPRD (Format 23)

CHECKLISTFENELITIAN EELENGKAFPAN DOKUMEN SFP-LS
TUNJANGAN EESES DPFED

FEMEAYARAN

N URALIAN ADA 'I“I&%Jﬂf.
1 | 5FP-L5
2 | Fincian Fencana Penggunaan SFP-L3
3 | 5FM-L5
4 | Fotokopi DPA
5 | A2
G | Burat Kepuiuszan Jadwal Pelakzanaan Feseg
T | Burat Tugas Dari PFimpinan DFED
& | Laporan Haszil Eezes Sebelumnya
S | Daftar Nominatif Penerima Biaya Fesex
10 | Burat Pernyataan Tangeung Jawab hMutlal Dari PA JEPA
11 | Surat Pernyataan Verifikasi Dari FPE SKPD /FPE Unit SEPD

NIF

FPE SEPD/PPE UNIT SKPD PEMNELITI KEELENGEAPAN DOKUMEN SPP-LE
EESES DFRD

Tangeal D e

Hama L e

63



25. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PIHAK KETIGA

LAINNYA (BANTUAN KEUANGAN/BANSOS/HIBAH) (Format 25)

LAINMYA (BANTUAN KEUANGAN /BANSOE /HIBAH]|

CHECELISTPENELITIAN EELENGEAPAN DOKUMEN SPP-LS FIHAK KEETIGA

fn] URAIAN ADA T;_JDT
1 | BFP-L3

2 | Fincian Eencana Pengsunaan SPP-LS

3 | BFM-L3

4 | Fotokopi OPA

5 | A2

o

Proposal Pengajuan Pencairan Sesuai DPA

7 | 8K Tim Pengksji

3 | Burat Keputuszan Bupati tentans Penetapan Lokasi/Daftar
Penerima

9 | Berita Acara Pengligjian

10 | BEekomendasi

11 | Surat Perjanjian / NFHD

12 | Permohonan Pencairan Kepada Hepala SEFPD

13 | Laporan Perkembangan Fisik Dan Keuangan

14 | Burat Pernyataan Kesangzupan Kepala Deza Untuk
IMenyalurkan f Menyerahlkan Dana Bantuan Keuansgan
Kepada Tim Pelaksana Kegiatan

15 | Burat Pernyatasn Kezangsupan Kepala Deza Untuk
Bertangsung Jawab Atas Heplatan Bantusn Keuangan

16 | Burat Pernyatan Hesangeupan Tim Pelakzana Kepiatan
Untuk Mengerjakan Kegiatan Bantuan Ksuangan

17 | Burat Pernyataan Tangegung Jawabh Yang Menyatalkan
Eshwa Dana Yang Diterima Telah Digunakan Sesuai NPFHD,

Unfuk Pensrima Dana Sebslumnya

18 | Burat Pernyatasn Tangsung Jawab Mutlak Dari PA JEFPA

19 | Burat Pernyataan Verifikas=i Diavi PFPE-SKPD /PFPE Unit SKFD

EETIGA LAINNYA [(BANTUAN EEUTANGAN /BANSOS /HIBAH)

Tanggal D -

Hama D reeeeeareenas

NIFP D e .

FPK SEFD/PFK UNIT SEKEFD PENELITI KELENGEAPAN DOFKUMEN SPP-LE PIHAK
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26. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PIHAK KETIGA
LAINNYA (PROVISI PINJAMAN/NOTARIS) (Format 26)

CHECKLISTPEMELITIAN KEELENGHEAPAN DOKUMEN SPP-LS FIHAEK EETIGA

LATHNYA (FROVISI PINJAMAN /NOTARIS)

NG

URATAN

ADA

TIDAK
ATA

SFP-LS

Fincian Fencana Pengsrunaan SFP-LS

SFM-LS

Fotokopi DPA

i3]

A-2

Fotokopil SK Fekening Penampungan pinjaman dasrah

=]

Surat Permchonan pembayaran Provisi Pinjaman/ MNotaris
Pinjaman Dasrah dari Banl

Eekapitulas=i Permchonan Pembayaran Provisi
Pinjama,/Notaris Diasrah dari Banlk

Surat Pernyatasn Tangpung Jawab Mutlalk Dari PAEPA

10

Surat Pernyataan Verifikasi Dari PPFE-SKEFPD/ FPE Unit SKPD

NIF

FPE SEPD/PPK UNIT SEPFD PENELITI KELENGEAPAN DOEKUMEN SPP-LS FIHAK
KETIGA LAIMNNYA (PROVISI PIMJAMAN /NOTARIE)

Tangeal D e

Hama L e
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27. FORMAT CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS PIHAK KETIGA
LAINNYA (KEWAJIBAN ANGSURAN POKOK PINJAMAN/BUNGA PINJAMAN
DAERAH) (Format 27)

CHECKELISTFENELITIAN KELENGHEAPAN DOKUMEN SPP-LES FIHAK KEETIGA
LATNNYA (EEWAJIBAN ANGEURAN POROK PINJAMAN /EUNGA FINJAMAN DAERAH)

NQ

URATAN

TIDAK
ADA

SFP-LS

Fincian Fencana Pengegunasn SFP-LS

SFM-LS

Fotokopi DPA

A-2

Fotokopi 5K Fekening Penampungan Pinjaman Dasrah

Surat Tagihan kewajiban Anzgzuran Polck Finjaman /Bunga
Bunga Finjaman dari Bank

Lampiran Surat Tagihan kewgjiban Angsuran Polook
Pinjaman /Bunga Pinjaman dari Banlk

Surat Pernyvatasan Tangeung Jawab Mutlal Dari PAJEPA

10

Surat Pernvataan Verifikas=i Diari PPE-SEPD

Hama

NIP

FPE SEFD PENELITI EELENGEAPAN DOKUMEN SPP-LS PIHAK KETIGA LATNNYA
[EEEWAJIBAN ANGSUERAN POKOK PINJAMAN/EUNGA PINJAMAN DAEREAH]

Tangeal

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN
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